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BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR a7? /OTSOUXCAPLL / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI LAYANAN TERINTEGRASI SF^IAHTERA

SUKU ANAK DALAM (LENTERA SAD)

BUPATI SAROLANGUN,

a. bahwa strategi pengarusutamaan gender bertujuan untuk
memastikan bahwa proses dan hasil pembangunan

memberikan manfaat yang adil fqgi seluruh kelompok

masyaralat, baik perempuan, laki-laki, anak, penyandang

disabilitas dan kelompok rrentan lainnya;

b. bahwa di Kabupaten Sarolangun terdapat kelompok rentan
yang kemudian dikenal dengan Suku Anak Dalam (SAD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Bupati tentang Pembentukan Tim Inovasi la.yanan

Terintegrasi Sejahtera Suku Anak Dalam (LENTERA SAD);

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor lB2,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Ihbupaten Muaro

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 81, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 124, Tambahan kmbaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 46741, sebagatmana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tanbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan

Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5O38);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2Ol9 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102,

Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2O18 tentang Persyaratan

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

184);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Sarolalgun Tahun 2016 Nomor

5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun

2O2l tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Sarolangun nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (L,embaran

Daerah Kabupaten SarolangunTahun 2O2I Nomor 1);
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MEMUTUS$N:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI

LAYANAN TERINTEGRASI SE.JAHTERA SUKU ANAK DALAM

(LENTERA SAD).

Membentuk Tim Inovasi LENTERA SAD (t'ayanan Terintegrasi

Sejahtera Suku Anak Dalam), dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam L^ampiran Keputusan ini'

Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas

sebagai berikut:

1. Pembina

a. memberikan arahan, pertimbangan, saran, da pendapat

terhadap pelaksanaan kegiatan Inovasi LENTERA SAD;

b. meminta pertanggungiawaban dari Ketua Pelaksana dan

memantau pelaksana kegiatan Inovasi LENTERA SAD;

c. menetapkan Surat Keputusan pelaksanaan kegiatan

Inovasi LENTERA SAD;

d. mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan inovasi

LENTERA SAD;dan

e. memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Inovasi LENTERA

SAD,

2. Penanggung Jawab

a. bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan

kegiatan Inovasi LENTERA SAD;

b. menentukan kebijakan-kebijakan mengenai Inovasi

LENTERA SAD;

c. melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan Inovasi

LENTERA SAD.

3. Ketua

a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Inovasi

LENTERA SAD;

b. memantau jalannya kegiatan secara berkelaljutan;

c. mengatur d€rn men5rusun pembagian tugas serta wewenang

selama kegiatan berlangsung;

d. menerapkan dan memantau pelaksanaan kebijakan yang

telah dikoordinasikan dengan penanggung jawab;

e. memberikan laporal tertulis kepada Penanggung Jawab

terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.

Menetapkan

KESATU

KEDUA
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4. Wakil Ketua

a. membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Inovasi

LENTERA SAD;

b. membantu Ketua dalam penyusunan pembagian tugas dan

wewenang;

c. membantu Ketua memantau pelalsanaan kebijakan yang

telah dikoordinasikan dengan penanggungjawab; dan

d. membantu Ketua dalam pen5 rsunan laporan pelalsanaan

kegiatan.

5. Koordinator

a. Bertanggungiawab pada persiapan Inovasi LENTERA SAD;

b. Melakukan evaluasi dan monitoring persiapan Inovasi

LENTERA SAD;

c. Membuat laporan tertulis kepada Penanggungiawab yang

disampaikan melalui Ketua terhadap hasil yang telah

dicapai.

6. Lintas Sektor

a. membantu ketua pelaksana dan koordinator dalam Inovasi

LENTERA SAD;

b. mengkoordinir sosialisasi dan informasi kepada Ketua

Pelaksana; dan

c. menJrusun laporan kegiatan bersama Ketua Pelalsana.

7. Anggota

a. sebagai pelaksana Inovasi LENTERA SAD;

b. membantu koordinator dalam pen5rusunan dokumen

Inovasi LENTERA SAD;

c. melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh

Koordinator.

Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam pelalsanaan

tugas bertanggung jawab dengan Bupati Sarolangun.

Segalanya biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Sarolangun.
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KETIGA

KEEMPAT
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal I Sq\ttr{t*r 2023

Pj. BU ATI SAROLANGUN,

BACHRIL BAKRI

Tembusan disarr,paikan kepada Yth:
1. Bapak Gubemur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Ihdis Sosial dan Dukcapil Provinsi Jambi di Jambi;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun;
4. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAROI,ANGUN

NoMoR a?? TorsouxcuprLl2o2g
TANGGAL I s4{tn',.ber 2023
TENTANG
PEMBENTUKANTIMINOVASILAYANANTERINTEGRASISE.IAHTERA
SUKU ANAK DAI,AM (LENTERA SAD).

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INOVASI LENTERA SAD

KABUPATEN SAROLANGUN

Kedudukan Dalam TlmIlama / Jabatan KedinasanI[o
PembinaBu ti1

2 Sekretaris Daerah
Wakil awab 1Asisten Pemerintahan dan Kesra3
Wakil awab 24 Asisten Administrasi Umum
KetuaKepala Dinas KePendudukan dan

Pencatatan Si
Wakil Ketua I6 Sekretaris Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Si
Wakil Ketua 2.7 Litban Ba
Koordinator Bidang PelaYanan
Pendaftaran Penduduk

8 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk

Koordinator Bidang PelaYanan
Pencatatan S il

9
Si il

10 Bidan PIAK
Koordinator Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi anan

11 Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan
Inovasi Pe anan

Koordinator Bidang PemberdaYaan
Dinas SosialSosial

t2 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Sekretaris 113 Perencanaan
Sekretaris 2t4
Sekretaris 3Kepala Sub Bagian Umum dan15

Anggota16 Penata Kependudukan dan KB Ahli
Muda (Bidang Pelayanan PendaJtaran

Anggotat7 Penata Kependudukan dan KB Ahli
Muda (Bidang Pelayanan Pendaftaran

18 Penata Kependudukan dan KB Ahli
Muda (Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk

Anggota19 Penata Kependudukan dan KB Ahli
Muda (Bidang Pelayanan Pencatatan
Si

Anggota20 Penata Kependudukan dan KB Ahli
Muda (Bidang Pelayanan Pencatatan
Si

Anggota2l Penata Kependudukan dan KB Ahli
Muda (Bidang Pelayanan Pencatatan
Si

22 Penata Kependudukan dan KB Ahli
Muda

Anggota

23 Penata Kependudukan dan KB Ahli
Muda

Anggota
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Penanggungiawab

5

Keoala Bidane

Kepala Bidang Pelayanal Pencatatan

Kepala Koordintor Bidane PIAK

(Dinas Sosial)
Kepala Sub Bagian
Kepala Sub Bastan Keuangan

Kepeqawaian

Penduduk)

Penduduk)
Anggota
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AnggotaPenata Kependudukan dan KIt
Muda

Ahli

Anggota25 Penata Kependudukan dan
Muda (Bidang Pemanfaatan Data dan

KB AhIi

Inovasi
AnggotaPenata Kependudukan dan KB

Muda (Bidang Pemanfaatan Data dan
Ahli

Inovasi Pe

26

AnggotaPenata Kependudukan dan KB Ahli
Muda (Bidang Pemanfaatan Data dan
Inovasi Pe

27

Anggota28
Pembe Sosial

taStaf Sekretaris29
Anggota30 Staf Bidang Pelayanan Pendaftaran

Penduduk

ta31
32 Staf Bid PIAK
33 Staf Bidang Pemanfaatan Data dan

Inovasi Pe
Anggota
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Analis Masalah Sosial ( Bidang

Staf Bidans Pencatatan Sipil
Anggota
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